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BAB 5 

PENUTUP 

 

Berdasarkan pada penjelasan Bab 1, Bab 2, dan Bab 3 serta analisis pada 

Bab 4, maka dalam bab ini akan dibagi menjadi 2 (dua) sub bab, yaitu kesimpulan 

dan rekomendasi terkait dengan masing-masing rumusan masalah yang telah 

dianalisis. Berikut penjelasannya: 

5.1. Kesimpulan 

Dikarenakan terdapat 3 (tiga) rumusan masalah, maka penjelasan 

mengenai kesimpulan dibagi ke dalam 3 (tiga) anak sub bab, antara lain: 

5.1.1. Dampak Sistem Perizinan Berbasis Online Terhadap Hakikat 

Fungsi Perizinan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka terdapat 2 (dua) asusmsi 

terkait dampak dari sistem perizinan berbasis online terhadap hakikat 

fungsi perizinan, yaitu (1) terjadi pergeseran hakikat fungsi perizinan 

dan (2) tidak terjadi pergeseran hakikat fungsi perizinan. Berikut 

penjelasan asumsi pertama, salah satu fungsi perizinan yaitu fungsi 

yuridis preventif mengalami pergeseran menjadi fungsi administrasi. 

Sehingga fungsi perizinan menjadi fungsi yuridis represif dan fungsi 

administrasi. Hal ini diakibatkan karena sistem perizinan berbasis 

online sangat mengutamakan percepatan pelayanan demi terwujudnya 

e-government dan PTSP. Dengan begitu maka durasi waktu dalam 

proses permohonan izin hingga penerbitan izin sangatlah singkat, 

bahkan hanya dalam beberapa jam saja. Pada akhirnya dikhawatirkan 

pemerintah tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan pengecekan 

terhadap legalitas dari persyaratan-persyaratan perizinan yang 

diajukan oleh para pemohon izin. 

Selain itu terdapat faktor lain yang menggeser hakikat fungsi 

perizinan, yaitu dijadikannya “komitmen” yang berbentuk pernyataan 

dari pemohon izin sebagai salah satu persyaratan perizinan di dalam 

sistem OSS yang diatur PP 24/2018. Dengan dijadikannya 
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“komitmen” maka akan mudah bagi para pemohon izin untuk 

memenuhinya. Lalu, di dalam PP 24/2018 juga tidak terdapat standar 

atau format baku untuk membuat “komitmen” tersebut. Dengan 

begitu, “komitmen” dapat pula menggeser fungsi yuridis preventif 

menjadi fungsi administrasi saja, mengingat apabila sudah 

dipenuhinya “komitmen” ini maka sistem OSS akan memproses 

penerbitan izin yang dimohonkan. 

Berkaitan dengan asumsi kedua, maka tidak akan terjadi 

pergeseran hakikat fungsi perizinan apabila terpenuhi 4 (empat) 

kondisi, yaitu: 

1. proses dan tahapan yang jelas;  

2. koordinasi antar instansi didukung infrastruktur yang baik; 

3. dukungan teknologi yang memadai; dan 

4. memenuhi seluruh persyaratan. 

Untuk kondisi nomor 1 hingga nomor 3, pemerintahlah yang harus 

berperan aktif untuk memenuhinya. Sedangkan untuk nomor 4, para 

pemohon izin yang harus memenuhi. Apabila pemerintah dan para 

pemohon izin memenuhi kondisi-kondisi tersebut, maka pelayanan 

perizinan yang sangat cepat pun tidak akan menyebabkan terjadinya 

pergeseran hakikat fungsi perizinan. Sehingga perizinan tetap 

memiliki fungsi yuridis preventif dan fungsi yuridis represif. 

 

5.1.2. Akibat Hukum dari Perbedaan Pengaturan RPTKA di antara PP 

24/2018 dengan Permenaker 10/2018 dan Perpres 20/2018 

Pertama, berkaitan dengan perbedaan antara sistem OSS dan 

sistem TKA Online, setelah ditinjau berdasarkan Pasal 42 ayat (1) j.o 

Pasal 1 angka 33 UU 13/2003 dan Pasal 1 angka 17 PP 24/2018, maka 

pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa lembaga OSS dan sistem 

OSS tidak berwenang untuk melakukan pelayanan terhadap pengajuan 

RPTKA dan tidak berwenang pula untuk mengesahkan RPTKA. 

Pendapat ini didukung juga oleh analisis terhadap kedudukan dari 
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sistem OSS itu sendiri, yang menghasilkan pernyataan bahwa OSS 

hanya berupa platform saja. Dengan hanya berupa platform, maka 

ruang lingkup kewenangan sistem OSS hanya sebatas pada proses 

administrasi dan koordinasi dengan instansi-instansi lain terkait 

pengesahan perizinan sesuai dengan jenis izin yang diajukan. 

Kedua, berkaitan dengan perbedaan subjek hukum yang dapat 

mengajukan RPTKA, di satu sisi PP 24/2018 mengatur bahwa 

perorangan dapat mengajukan RPTKA dan di sisi lain Perpres 

20/2018 dan Permenaker 10/2018 mengatur bahwa perorangan tidak 

dapat mengajukan RPTKA. Kemudian bila dikaitkan dengan undang-

undang payung hukum ketenagakerjaan yaitu UU 13/2003, maka PP 

24/2018 bertentangan dengan UU 13/2003. Selain itu PP 24/2018 juga 

bukanlah peraturan turunan dari UU 13/2003 dan pada Bagian 

Mengingat PP 24/2018 tidak terdapat pula UU 13/2003, hal ini berarti 

bahwa PP 24/2018 tidak mengacu pada UU 13/2003. Namun apabila 

ditinjau dari sudut hukum penanaman modal, maka sudah tepat 

pengaturan PP 24/2018 yang memasukkan perorangan dalam lingkup 

subjek hukum yang dapat mengajukan RPTKA. Perbedaan mengenai 

subjek hukum ini tentunya tidak sesuai dengan asas pembentukan 

peraturan perundang-undangan yang terdapat di dalam Pasal 5 UU 

12/2011, yaitu asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi 

muatan. Selain itu, tidak sesuai pula dengan asas yang harus tercermin 

di dalam materi muatan peraturan perundang-undangan di dalam Pasal 

6 UU 12/2011, yaitu asas ketertiban dan kepastian hukum, serta asas 

keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.  

Kemudian pada akhirnya terdapat kesimpulan bahwa 

perorangan tidak dapat mengajukan RPTKA, hal ini didasarkan pada 

asas lex specialis derogat legi generali. Bila UU 13/2003 dihadapkan 

dengan PP 24/2018, lalu dilihat dari keseluruhan substansi yang 

diaturnya dan dikaitkan dengan RPTKA, maka UU 13/2003 lebih 

specialis dibandingkan dengan PP 24/2018 dikarenakan UU 13/2003 
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secara khusus hanya mengatur mengenai ketenagakerjaan. Sedangkan 

PP 24/2018 pada dasarnya mengatur pelayanan perizinan berusaha 

terintegrasi secara elektronik, dan bukan mengatur ketenagakerjaan. 

Kemudian asas lex specialis derogat legi generali dapat pula 

digunakan terhadap PP 24/2018 yang dihadapkan dengan Perpres 

20/2018 atau Permenaker 10/2018. Berdasarkan asas tersebut, Perpres 

20/2018 atau Permenaker 10/2018 dapat dikategorikan lebih specialis 

dibandingkan PP 24/2018, sehingga dapat diberlakukan sebagai acuan 

dalam pengajuan RPTKA. Pada akhirnya perorangan tidak dapat 

mengajukan RPTKA baik dalam sistem OSS maupun sistem TKA 

Online. Pertimbangan lainnya adalah di dalam bagian Mengingat 

Perpres 20/2018 dan Permenaker 10/2018 terdapat UU 13/2003, yang 

berarti bahwa kedua peraturan tersebut sejalan dengan UU 13/2003 

yang melarang perorangan untuk mengajukan RPTKA. 

 

5.1.3. Akibat Hukum dari SE Menaker 5/2018 yang Mengintegrasikan 

Sistem OSS dan Sistem TKA Online 

Pada prinsipnya suatu surat edaran merupakan salah satu bentuk 

dari peraturan negara dan termasuk ke dalam kelompok peraturan 

kebijakan (beleidsregels). Suatu surat edaran diterbitkan berdasarkan 

pada freis ermessen atau diskresi yang dimiliki pemerintah. Mengacu 

pada definisi dan tujuan diskresi di dalam UU 30/2014, maka diskresi 

adalah tindakan pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi peraturan 

perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak 

lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnansi pemerintahan. 

Berkaitan dengan kekuatan hukum dari surat edaran yang 

didasarkan pada karakteristik peraturan perundang-undangan di dalam 

Pasal 1 angka 2 UU 12/2011, maka SE Menaker 5/2018 tidak 

memenuhi karakteristik dari peraturan perundang-undangan. Hal ini 

berarti juga bahwa SE 5/2018 tidak memiliki kekuatan hukum seperti 

peraturan perundang-undangan. Pertimbangannya adalah karena SE 
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Menaker 5/2018 ini tidak memiliki standar atau format baku dalam 

proses pembentukannya, tidak mengikat masyarakat secara umum, 

tidak dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang berdasarkan pada 

kewenangan atributif, dan pembentukannya tidak diatur oleh peraturan 

perundang-undangan lain. Selain itu, SE Menaker 5/2018 hanya 

berlaku bagi Kementerian Ketenagakerjaan serta Lembaga OSS saja, 

dan SE Menaker 5/2018 juga hanya bersifat mengatur dan tidak 

terdapat pengaturan mengenai sanksi. Jadi, bila tidak melaksanakan 

hal yang diatur di dalam SE Menaker 5/2018, maka tidak ada 

konsekuensi hukum bagi kedua lembaga tersebut. 

Pada prinsipnya SE Menaker 5/2018 tidak dapat mengikat 

masyarakat secara umum. Namun, bila mengacu pada pendapat Bagir 

Manan maka suatu surat edaran dikatakan memiliki relevansi hukum 

dan dapat mengikat bagi masyarakat umum secara tidak langsung. 

Artinya, surat edaran memang ditujukan bagi pihak-pihak tertentu saja 

namun akibat dari pelaksanaannya dapat mengenai masyarakat umum. 

Bila dikaitkan dengan SE Menaker 5/2018, maka akibat hukum bagi 

masyarakat adalah apabila sistem TKA Online yang terintegrasi 

dengan sistem keimigrasian masih dalam pengembangan dan 

penyempurnaan, maka seharusnya masyarakat yang ingin mengajukan 

permohonan RPTKA harus mengajukannya melalui sistem TKA 

Online. Namun karena tidak ada pengaturan lebih lanjut terkait apakah 

lembaga OSS dan sistem OSS tetap menerima atau tidak menerima 

permohonan RPTKA, maka penulis berpendapat bahwa lembaga OSS 

dan sistem OSS masih harus berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu 

tetap dapat menerima dan memproses permohonan RPTKA. 
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5.2. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil analisis maka terdapat beberapa rekomendasi yang 

sekiranya diharapkan dapat mengatasi permasalahan hukum yang terdapat 

di dalam penulisan hukum ini, berikut rekomendasi-rekomendasinya: 

5.2.1. Dampak Sistem Perizinan Berbasis Online Terhadap Hakikat 

Fungsi Perizinan 

Dengan munculnya kekhawatiran terjadi pergeseran hakikat 

fungsi perizinan, maka pemerintah perlu mengeluarkan suatu produk 

hukum yang mengatur bahwa sistem perizinan berbasis online tidak 

semata mengutamakan percepatan pelayanan saja, tetapi juga 

mengutamakan legalitas dari persyaratan-persyaratan yang diajukan 

oleh pemohon izin. Produk hukum yang dimaksud cukup berbentuk 

Instruksi Presiden saja. Pertimbangannya adalah karena substansinya 

lebih bersifat teknis dan hanya sebagai perintah Presiden kepada 

seluruh staf di bawah Presiden untuk selalu mengutamakan fungsi 

yuridis preventif dalam perizinan. Instruksi Presiden ini akan 

mengatur hal-hal yang cukup teknis yang berkaitan dengan pelayanan 

dalam sistem perizinan berbasis online, sepertinya misalnya Standar 

Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan perizinan.  

Selain itu, tentunya pembentukan Instruksi Presiden memiliki 

waktu yang lebih singkat dibandingkan pembentukan suatu peraturan 

perundang-undangan. Nantinya di dalam Instruksi Presiden tersebut 

juga perlu diatur bahwa sistem perizinan berbasis online yang 

mengutamakan percepatan perizinan tidak menutup kemungkinan 

bahwa proses pelayanan perizinan dapat berlangsung melebihi waktu 

yang dijanjikan oleh pemerintah. Seperti misalnya dalam sistem OSS 

dijanjikan hanya dalam beberapa jam saja izin dapat diterbitkan. 

Dengan Instruksi Presiden tersebut juga, maka dapat mencegah 

terjadinya pergeseran hakikat fungsi perizinan. Dikhawatirkan apabila 

tidak terdapat peraturan seperti yang direkomendasikan ini, nantinya 

instansi-instansi pemerintah tidak akan melakukan pengecekan dengan 
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maksimal baik secara formalitas maupun substansial terhadap seluruh 

persyaratan yang diajukan. Hal ini dapat terjadi apabila instansi-

instansi tersebut hanya mengutamakan percepatan pelayanan perizinan 

semata. Jadi, perlu ditegaskan bahwa instansi-instansi pemerintah 

tersebut wajib melakukan pengecekan secara formalitas dan 

substansial. Barulah setelah itu izin boleh diterbitkan oleh tiap-tiap 

instansi. Dengan adanya instruksi presiden ini juga, diharapkan tidak 

terjadi konflik di antara instani-instansi, seperti misalnya terdapat 

instansi yang saling menyalahkan dengan instansi lainnya dikarenakan 

pengecekan persyaratannya yang terlalu lama. Padahal pada 

prinsipnya, pengecekan tersebut sangat penting sesuai dengan hakikat 

fungsi perizinan yaitu fungsi yuridis preventif. Sehingga fungsi 

yuridis preventif tersebut tidak menjadi fungsi administrasi saja. 

 

5.2.2. Akibat Hukum dari Perbedaan Pengaturan RPTKA di antara PP 

24/2018 dengan Permenaker 10/2018 dan Perpres 20/2018 

Pemerintah atau Kementerian Ketenagakerjaan perlu 

menerbitkan peraturan baru yang mengatur secara khusus mengenai 

teknis RPTKA untuk mengatasi masalah perbedaan pengaturan di 

antara pengaturan RPTKA di antara PP 24/2018 dengan Perpres 

20/2018 dan Permenaker 10/2018. Kemudian terdapat pendapat lain 

bahwa sebaiknya dilakukan perubahan pada PP 24/2018 dengan 

menambahkan pengaturan mengenai RPTKA yang dapat diajukan 

melalui sistem OSS, dan yang melakukan pengecekan serta 

pengesahan RPTKA tetaplah Kementerian Ketenagakerjaan melalui 

Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja 

dan Perluasan Kesempatan Kerja sesuai dengan Permenaker 10/2018. 

Setelah disahkan barulah sistem OSS menerbitkan RPTKA tersebut 

kepada pemohon RPTKA. Hal ini tentunya perlu dijelaskan di dalam 

peraturan agar terwujud kepastian hukum bagi masyarakat. Selain itu 
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juga masyarakat dapat mengetahui dengan jelas alur dari proses 

pengajuan RPTKA. 

Kemudian perlu ditambahkan pula pengaturan yang 

menjelaskan bahwa sistem OSS nantinya mendapat pemberitahuan 

dari sistem TKA Online, dan setelah itu sistem OSS menerbitkan dan 

mengirimkan RPTKA yang sudah disahkan kepada pemohon izin. Di 

samping itu, dirasa perlu juga untuk menerbitkan peraturan 

perundang-undangan berupa Peraturan Presiden yang mengatur bahwa 

sistem OSS dan sistem TKA Online saling terintegrasi dan 

terkoordinasi satu sama lain, serta batasan-batasan terkait pengajuan 

RPTKA seperti apa yang dapat diajukan melalui sistem TKA Online 

maupun sistem OSS. Setelah dilakukannya perubahan, tentunya 

pemerintah juga harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. 

Sosialisasi ini bertujuan untuk menjelaskan kembali sistem OSS dan 

sistem TKA Online agar masyarakat dapat lebih memahami cara kerja 

kedua sistem tersebut. Pada akhirnya diharapkan dapat terwujud 

kepastian hukum di dalam pengaturan mengenai RPTKA. 

 

5.2.3. Akibat Hukum dari SE Menaker 5/2018 yang Mengintegrasikan 

Sistem OSS dan Sistem TKA Online 

Pemerintah dirasa perlu untuk mengeluarkan peraturan 

perundang-undangan lain dalam bentuk Peraturan Presiden untuk 

mengatasi masalah-masalah terkait pengaturan RPTKA di antara PP 

24/2018 dengan Perpres 20/2018 dan Permenaker 10/2018. 

Petimbangannya adalah karena pengimplementasian SE Menaker 

5/2018 mau tidak mau akan berdampak pada masyarakat juga. 

Dikhawatirkan nantinya masyarakat mengalami kebingungan dan 

ketidakjelasan terkait sistem perizinan berbasis online yang harus 

mereka gunakan. Lalu, terkait dengan BKPM yang memiliki 

kedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang 

bertanggung jawab langsung kepada Presiden sama seperti 
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Kementerian Ketenagakerjaan, maka sudah sangat tepat peraturan 

yang dibentuk ialah Peraturan Presiden.  

Selain itu, Peraturan Presiden ini nantinya dapat mengatur 

secara jelas tentang koordinasi antar lembaga yang mengoperasikan 

kedua sistem perizinan berbasis online ini, dan penjelasan bahwa 

kedua sistem ini saling terintegrasi. Sehingga nanti alur proses 

perizinan di antara BKPM yang mengoperasikan sistem OSS dan 

Kementerian Ketenagakerjaan yang mengoperasikan sistem TKA 

Online dapat terlihat dengan jelas. Rekomendasi lainnya dalah 

dilakukan perubahan pada PP 24/2018 dengan menambahkan 

pengaturan mengenai RPTKA yang menjelaskan bahwa RPTKA 

dapat diajukan melalui sistem OSS, namun yang melakukan 

pengecekan serta pengesahan RPTKA tetaplah Kementerian 

Ketenagakerjaan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan 

Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, sesuai 

dengan Permenaker 10/2018.  

Kemudian perlu ditambahkan pengaturan yang menjelaskan 

bahwa sistem OSS akan mendapat pemberitahuan dari sistem TKA 

Online terkait kelengkapan syarat-syarat yang diajukan dalam 

permohonan RPTKA. Setelah mendapatkan pemberitahuan bahwa 

persyaratan-persyaratan sudah dilengkapi, sistem OSS menerbitkan 

dan mengirimkan RPTKA yang sudah disahkan kepada pemohon izin. 

Di samping itu, dirasa perlu juga untuk merubah pengaturan di dalam 

PP 24/2018, Perpres 20/2018, dan PP 24/2018, dengan menambahkan 

penjelasan bahwa sistem OSS dan sistem TKA Online saling 

terintegrasi dan terkoordinasi satu sama lain, serta menambahkan 

batasan-batasan terkait pengajuan RPTKA seperti apa yang dapat 

diajukan melalui sistem TKA Online maupun sistem OSS. Dengan 

perubahan tersebut, diharapkan dapat terwujudnya kepastian hukum di 

dalam pengaturan mengenai RPTKA. 
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